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PROVINSISUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka pelaksunaan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Mehteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 temtang  Penyelenggaraan
Pendidikan  Madrasah. perlu memberikan izin operasional terhadap
Mudmsuli Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Aguma
Provinsi Sumatera Uty

hahwa dalum rangku meningkatkan akses pendidikan madrasah yang

heemuty, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
herbadan hukum untuk menyelenggarakan madraszh sesuai dengan standar
susjonal pendidikan:

- bahwa Madeasah vang tercantum dalam Lompiran Keputusan ini telah

mementhi persvaratun administrif, teknis, dan kelayakun yang telih
ditetapkan:

butiwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud dalam hureul o b
dun ¢ di ntas. perlu menctapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayali
Komenterian Asamg Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian 1zin
Uperasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Ulum Desa
Sennah, Recamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu.

Codang=Undang Nomer 200 Tahun 2003 tenlang Sistem Pendidikan
Nastonal (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahup 2003 Nomor 78,
Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ),

Undang=Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386):

Pefmturan Pemerintah’ Nomor 19 Tahun 2003 entang Standdar Nustonal
Pendidifan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41.
Fambahan  Lembarmn Negarn  Republik  Indonesia  Nomor  4496)
sebagaimana telah divbah dengin Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 teptang Perubahan atas Peraturan Pemerinteh Nomor 19 Tahun 2003
witang Standar Nasional  Pendidikan  (Lembamn  Negarmn Republib
Indonesta Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negary Repubiik
Indonesia Nomor 3410);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomer 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Namor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941}

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5130) sebagaimana telah diubah
denpgan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 lentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Srandar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan di
nabupatenfKota sebagaimana telah diubabh menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun .e‘!fh] 3
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Wadrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah
([lerita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sehagnimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

i. Poraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementenian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan  Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
lhdonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tenting
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 20123
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negura
Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);



aapkan

. 'l, 11'

KEDUA
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA  TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA MIFTAHUL ULUM DESA SENNAH,
KECAMATAN PANGKATAN, KABUPATEN LABUHAN BATU.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah keparia
Madrasah scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupalkan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyvampaikan laporan perkembangan Madrasah kepuada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M scsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pe'ayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurai
b mendapat peringkat minimal €, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

alam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhl standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurut
I tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 November 2017




LAMPIRAN

AEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS] SUMATERA UTARA

NGMOR 1140

FENTANG

FEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MIFTAHUL ULUM
DESA SENNAH, KECAMATAN PANGKATAN, KABUPATEN LABUHAN BATU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

f Nama Madrasah MTsS. MIFTAHUL ULUM
| Nomor Statistik Madrasah 121212100152
| Alamat Madrasah [Jusun Bomban Bidang A

Desa/Kelurahan Sennah

, Kecamatan Pangkatan

| Kabupaten Labuhan Batu
S Provinsi Sumatera Utara

Natmn Organisasi Penyelenggara |[YAYASAN MIFTAHUL ULUM

\kte Notaris Organisasi No, 64 RONNY KUSNANDAR Tanggal 4
‘envelengeara Oktober 2017 :
‘engesahan Akte Notaris C - 269 HT. 03.01.-TH.2005 Tanggal 22 Juli

reanisasi Penvelenggara 20035




KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN. AGAMA .
PROVINS! SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 1140

Dhserikan kepada’

Namia Madrasah MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MIFTAHUL ULUM
' Alzmal DUSUN BOMBAN BIDANG A
DesafkKelurahan SENNAH
l Kecamaan PANGKATAN
}i Kablpaleniola KABUPATEN LABUHAN BATU
Provins SUMATERA UTARA
Ienyalengoara Madrasah YAYASAN MIFTAHUL ULUM
Axte Molars Penyelenggara NO 64 RONNY KUSNANDAR
. TANGGAL 4 OKTOBER 2017
Fanpasanan Akte Notaris C - 268 HT 03.01-TH.2005
TANGGAL 22 JULI 2005
Bingin saak 20 NOVEMBER 2017
Hiopnzn Nomor Statstik Madrasah (NSM) .
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Medan, 20 November 2017

I ERALA KANTOR WILAYAH
BN TERIAN AGAMA

NG| SUMATERA UTARA




